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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA 

 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

Jalan Surapati  Nomor  1 Telepon (0365)  41210  

N E G A R A 
 

 

KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

 KABUPATEN JEMBRANA 

 

Nomor :  800 /2168.1/BKD/2014 

TENTANG 

 

RENCANA KERJA (RENJA) 

BADAN KEPEGAWAIAN  DAERAH   

 KABUPATEN JEMBRANA 

TAHUN 2015 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan 

trasparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, 

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu 

adanya penyusunan Renja Tahun 2014 untuk menjabarkan 

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Organisasi sesuai dengan 

Tugas Pokok dan Fungsi; 

 b    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada 

huruf a, maka perlu menetetapkan Keputusan Badan 

Kepegawaian Daerah  tentang Rencana Kerja Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014; 

 

Mengingat        :   1. Undang-Undang  Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 3851); 

 

3. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4286 ); 

4. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355 ); 

5. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan 

dan Tanggungjawab Keuangan Negara  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4400 ); 
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6. Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4437 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

PemerintahPengganti Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );   

7. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438 );  

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4578 );  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4585 );  

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4614 );  

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 

Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Jembrana Nomor 15); 

15. Peraturan Bupati Jembrana  Nomor 60 tahun 2011, Tentang 

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi  Badan Kepegawaian Daerah  

Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 

2011 Nomor 143).  

 

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN:…… 
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M E M U T U S K A N : 

Menetapkan :  

KESATU  : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana 

Tahun 2015. 

KEDUA : Rencana Kerja dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum 

dalam lampiran Keputusan ini. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

 

Negara, 29 Nopember 2014 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Jembrana, 

 

 

 

I Wayan Gorim, S.IP 

Pembina TK I 

NIP. 19581231 198303  1 292 

 

 

 

 

 

 

TEMBUSAN  disampaikan kepada Yth : 

1. Bupati Jembrana di Negara. 

2. Wakil Bupati Jembrana di Negara. 

3.  Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara. 

4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana di Negara. 

5. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara. 

6. Kepala Dinas / Badan/Kantor/Satuan/Bagian di Lingkungan Pemerintah  

 Kabupaten Jembrana, di Negara. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana 

Tahun 2014 merupakan kewajiban Badan Kepegawaian Daerah sesuai Permendagri 

Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir menjadi Permendagri Nomor 21 

Tahun 2011. RENJA disusun sebagai pegangan bagi setiap SKPD dalam mengelola 

keuangan guna melaksanakan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD 

Kabupaten Jembrana tahun 2015. 

Penyusunan RENJA Tahun 2015 ini, disusun berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2011 tentang  

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana. 

  Kami telah berusaha menyusun RENJA ini dengan maksimal apabila ada 

kekurangan dan kelemahannya, maka kami mengharapkan masukan dan saran dari 

semua pihak guna penyempurnaan. Mudah-mudahan RENJA ini dapat dipergunakan 

atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan 

kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana, terima kasih. 

 

 

Negara, 29 Nopember 2014 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Jembrana, 

 

 

 

I Wayan Gorim, S.IP 

Pembina TK I 

NIP. 19581231 198303  1 292 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap 

institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) 

baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap 

perencanaan sesuai dengan amanat  Undang – Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Startegis SKPD ( 

Satuan Kerja Perangkat Daerah ) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang 

selanjutnya setiap Tahun Anggaran dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan 

(Renja Tahunan). 

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel 

sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – 

Undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas 

KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres 

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri   Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 

2010, maka peranan Renstra  yang dijabarkan setiap tahun dalam bentuk RENJA ini 

menjadi sangat penting. 

Rencana Kerja  Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana merupakan 

perencanaan tahunan yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan  disusun 

sebagai wujud komitmen jajaran  dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan dan sasaran.  

Untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dalam Renja ini, 

maka dibuat Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) dan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) 

secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap 

keberhasilan maupun  kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain :  staf dan eselon IV 

bertanggungjawab pada Kegiatan, eselon III bertanggungjawab pada Program, dan 

eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan. 
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Sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

maka setiap SKPD wajib menyusun  Rencana Kerja  Tahunan ( RKT ). Demikian juga 

halnya   yang merupakan jabatan eselon II juga wajib menyusunnya. Dengan 

sumberdaya yang tersedia,  berupaya menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja 

Tahunan guna mewujudkan Good Governance.  

Dalam menyusun RENJA, ada beberapa hal yang mendapat perhatian seperti : 

(a) Tugas pokok dan Fungsi , (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya, (c) Permasalahan 

yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan (d) Indikasi alokasi dana yang 

diperkirakan pada tahun-tahun mendatang.   

 

1.2 Dasar Hukum  

Dalam masa satu tahun,  sebagai salah satu pejabat eselon II di bawah Sekretaris 

Daerah Kabupaten Jembrana juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai 

alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kerja Tahunan 

tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan 

anggaran berbasis kinerja. 

Sebagaimana disebutkan di atas, dengan terbitnya Perda Nomor 15 Tahun 2011 

dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2011 tentang rincian tugas pokok dan fungsi 

Badan Kepegawaian  Daerah Kabupaten Jembrana, maka pelaksanaan Rencana Kerja  

BKD Kabupaten Jembrana merupakan penjabaran tahunan dari Renstra BKD Kabupaten 

Jembrana. Rencana Kerja (RENJA)  disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai 

berikut : 

( 1 ).  Landasan Idiil, yaitu Pancasila, 

( 2 ).  Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945, 

( 3 ).  Landasan Operasional  : 

- Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 

dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 3851); 
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- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4286 ); 

-  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan dan 

Tanggungjawab Keuangnan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4400 ); 

-   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437 ); sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 

-   Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4438 );  

 -  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 -  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan 

penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4585 );  

-   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4614 );  

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi; 
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-  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah.      

- Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan  

Lembaran  Daerah  Kabupaten Jembrana  Nomor  15); 

- Peraturan Bupati Jembrana Nomor 60 Tahun  2011 tentang Rincian Tugas Pokok 

dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana.  

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah  

Kabupaten Jembrana 

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renja  merupakan Rencana 

kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran periode keempat RPJMD Kabupaten 

Jembrana Tahun 2015, maka  untuk tahun 2015 ditetapkan Renja dengan maksud untuk 

memberikan arah kebijakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan oleh 

masing-masing Bagian di bawahnya, yang merupakan penjabaran lebih lanjut  

sebagaimana Visi dan Misi Bupati sehingga setiap stakeholders dan komponen 

masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial 

guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Jembrana yang berdaya guna  dan berhasil 

guna. 

Tujuan Penyusunan Renja  Tahun 2015 adalah menyediakan dokumen 

perencanaan komprehensif dalam urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum dan 

adminitrasi keuangan dalam satu tahunan,  yang akan digunakan sebagai acuan dalam: 

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), 

2. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, 

3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

 

1.4   Sistematika Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kepegawaian Daerah  

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, Sistematika Rencana Kerja (Renja)  Tahun 2014 terdiri atas: 
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BAB I  P E N D A H U L U A N 

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas:  

Pengertian Renja SKPD, Fungsi dan Tujuan Renja SKPD dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renja SKPD, 

Keterkaitan Renja SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra 

Kabupaten/Kota, 

Landasan Hukum memuat :  Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang 

mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan 

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja berisi tentang: penjelasan tentang 

maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. 

Sistematika Renja memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan 

Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. 

 

BAB II  EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja 

SKPD tahun lalu (tahun 2014) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 

2015), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu 

penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan 

pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan 

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi-

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Rentra SKPD 

mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan / atau realisasi APBD 

untuk SKPD yang bersangkutan. 

Pada bab ini pula disajikan pokok-pokok materi yang berupa : 1) Realisasi 

program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang 

direncanakan; 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target 

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) Realisasi program/kegiatan yang 

melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4) Faktor-faktor 

penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja 

program/kegiatan; 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program 

Rentra SKPD; dan  6) Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran 

yang perlu diambil untuk mengatasi faKtor-faktor penyebabnya.  
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BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Renja SKPD, dimana perumusan tujuan 

dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas 

pokok dan fungsi SKPD  yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra SKPD. 

Deskripsi tujuan dan sasaran Renja SKPD mengacu pada kertas kerja 

perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD. 

Bab ini pula menjelaskan mengenai (1) program dan kegiatan (2) Uraian garis 

besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan (3) Penjelasan, jika ada 

rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rencana awal RKPD, 

Renstar SKPD, bai jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun yang 

lainnya (4) Tabel Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil perumusan 

program dan kegiatan. 

 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini menguaraikan tentang penutupan yang meliputi kaidah perencanaan 

dan penutup. 
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BAB  II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

 KABUPATEN JEMBRANA 

(TAHUN 2014) 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahu Lalu 

Dalam rangka meningkatkan pencapaian target dalam perencanaan perlu 

dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Dari beberapa 

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dijabarkan dalam beberapa program dan 

kegiatan. Di tahun 2014 rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian  Daerah 

Kabupaten Jembrana telah disusun oleh -masing-masing Bidang, guna memudahkan 

untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Adapun Rencana program dan 

kegiatan sebagai berikut :  

 

2.1.1 Program dan Kegiatan  

A.  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : 

1. Penyediaan jasa komonikasi sumber daya air dan listrik  

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan  

3.  Penyediaan jasa kebersihan kantor  

4.  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  

5. Penyediaan alat tulis kantor     

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

7. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

9. Penyediaan makanan dan minuman 

10. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

11. Penyediaan upakara/upacara keagamaan 

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan: 

1.  Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 

2.  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 

C.  Program Peningakatn Disiplin Aparatur dengan kegiatan : 

1.  Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu 

2.  Penyusunan dan penyebarluasan peraturan disiplin aparatur 

D. Program Peningakatn Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan : 

1.  Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Lakip 
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E. Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur dengan 

kegiatan: 

1.  Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Bagi CPNS 

2.  Pendidikan dan pelatihan struktural bagi Pegawai Negeri Sipil 

3.  Pendidikan dan pelatihan Manajemen Keuangan 

4.  Pendidikan dan pelatihan Peningkatan kompetensi Aparatur 

5.  Pendidikan dan pelatihan  calon kepala sekolah 

6.  Pendidikan dan pelatihan  Manajemen Kepegawaian 

 

F.  Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan : 

1.  Seleksi penerimaan CPNS 

2.  Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar 

3.  Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 

4.  Proses penanganan kasus kasus pelanggaran disiplin PNS 

5.  Penyusunan Formasi PNS 

6.  Penataan pegawai dalam jabatan dalam jabatan dan staf 

7.  Penyelesian administrasi kepegawaian PNS 

8.  Pemeliharaan dan pengembangan sistim informasi kepegawaian 

9.  Penyusunan Daftar urut kepangkatan 

10. Fasilitasi Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN 

 

2.1.2  Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014, diuraikan berdasarkan 

Realisasi sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam Penetapan 

Kinerja Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Jembrana Tahun 2013 dan 

permasalahan atas kegagalan pencapaian target dan pemecahan permasalahan. 

Adapun diuraikan sebai berikut : 

 

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINNISTRASI PERKANTORAN 

Ini merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh setiap 

instansi/kantor untuk melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dalam 

upaya melakukan tugas fungsi instansi yang bersangkutan, walaupun program ini 

tidak merupakan program teknis perlu juga kami sampaikan untuk diketahui jenis 

kegiatan, pendanaan, target dan tingkat pencapaian dalam tahun anggaran 2014 

sebagai berikut. 
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1. Tersedianya jasa komonikasi sumber daya air dan listrik 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan 

administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah tagihan 

yang berupa rekening pembayaran atas pengunaan telepon dalam jangka 

waktu 1 (satu) tahun. dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 1 

% , masukan dana sebesar Rp. 4.800.000 dengan realisasi sebesar Rp. 884.680 

(18% ) , target fisik 12 paket dan terealisasi 100% , melibatkan tenaga 

sebanyak 6 (enam ) orang, alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer 

dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah terbayarnya tagihan belanja 

telepon dengan hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya komonikasi 

melalui pesawat telepon . 

2. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan  

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan administrasi 

perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah SPJ Keuangan yang 

diselesaikan. Target kinerja berupa capaian program sebesar 6,35 % , 

masukan dana sebesar Rp. 43.391.000 dengan realisasi sebesar Rp. 

38.501.500  (89%), target fisik 12 paket dan terealisasi 12 paket (100%) , 

melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 

1 unit computer dan printer. Keluaran dari kagiatan ini adalah terlaksananya 

administrasi pertanggungjawaban keuangan selama satu tahun dengan hasil 

terselesaikannya SPJ keuangan dengan tepat waktu dan benar 100%. 

3. Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan 

administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah alat dan 

bahan pembersih untuk memelihara kebersihan kantor dengan target kinerja 

berupa capaian program sebesar 13,90%, masukan dana sebesar Rp. 

72.272.000 dengan realiasai sebesar Rp.68.508.200 (95%), dengan target fisik 
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4 paket dan terealisasi 4 paket (100%), melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam) 

orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran 

dari kegiatan ini adalah tersedianya alat dan bahan pembersih dengan hasil  

terpeliharanya kebersihan kantor. 

4. Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan 

administrasi perkantoran dengan indicator kinerjanya adalah jumlah peralatan 

kerja yang diperbaiki dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 

4,58%, masukan dana sebesar Rp. 23.800.000 dengan realisasi sebesar Rp. 

23.800.000  (100%), target fisik 52 unit dan terealisasi 52 unit (100%), 

melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 

1 unit computer dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah  terpeliharanya 

peralatan kerja  dengan hasil tersedianya peralatan kerja dalam kondisi siap 

pakai. 

5. Tersedianya Alat Tulis Kantor  

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan 

administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah   jumlah alat tulis 

kantor yang tersedia dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 

8,08%, masukan dana sebesar Rp. 41.986.660 dengan realisasi sebesar Rp. 

41.755.750 (99%), target fisik 4 paket dan terealisasi 4 paket (100%), 

melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 

1 unit computer dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya alat 

tulis kantor dengan hasil terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 

dengan cepat tepat dan benar. 

6. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan 

administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah barang 
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cetakan yang tersedia untuk  pelayanan administrasi perkantoran dengan 

target kinerja berupa capaian program sebesar 4,02%, masukan dana sebesar 

Rp. 20.875.500 dengan realiasai sebesar Rp.  19.007.250 (91% ) ,  target fisik 

4 paket dan terealisasi 4 paket (100%) , melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam) 

orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran 

dari kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dengan hasil terlaksananya 

pelayanan administrsi perkantoran dengan cepat tepat dan benar. 

7. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor  

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan 

administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah alat 

listrik dan alat penerangan bangunan kantor yang tersedia untuk pelayanan 

administrasi perkantoran dengan target kinerja berupa capaian program 

sebesar 1,87%, masukan dana sebesar Rp. 9.698.750 dengan realiasai sebesar 

Rp.   9.645.000 (99%), dengan target fisik 4 paket dan terealisasi 4 paket 

(100%) , melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam) orang, alat-alat yang 

digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari kagiatan ini 

adalah tersedianya alat listrik dan alat penerangan bangunan kantor, hasil dari 

kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan administrsi perkantoran dengan 

cepat tepat dan benar. 

8. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor  

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan 

administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah peralatan 

dan perlengkapan kantor yang tersedia dengan target kinerja berupa capaian 

program sebesar 8,54%, masukan dana sebesar Rp. 44.397.125 dengan 

realiasai sebesar Rp.   44.125.525 (99%), dengan target fisik 6 jenis dan 

terealisasi 6 jenis (100%) , melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam) orang, alat-

alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari 
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kagiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, hasil dari 

kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan administrsi perkantoran dengan 

cepat tepat dan benar. 

9.  Tersedianya Makanan dan Minuman 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan 

administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah menu 

makanan dan minuman  yang tersedia untuk komsumsi tamu dan rapat-rapat 

dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 2,42%, masukan dana 

sebesar Rp. 12.554.500 dengan realisasi sebesar Rp.10.662.500 (85% ) , 

dengan target fisik 4 paket dan terealisasi 4 paket (100%) , melibatkan tenaga 

sebanyak 6 (enam ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer 

dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya menu konsumsi 

tamu dan menu konsumsi rapat-rapat, Hasil dari kegiatan ini adalah 

terlaksananya pelayanan administrsi perkantoran. 

10. Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan 

administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah frekwensi 

terlaksanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target 

kinrja berupa capaian program sebesar 44,26%, masukan dana sebesar Rp. 

230.050.000 dengan realiasai sebesar Rp. 214.009.900 (93%), dengan target 

100% dan terealisasi 96%, melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam ) orang, alat-

alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari 

kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah dan hasil dari kegiatan ini adalah tindak lanjut hasil rapat-rapat 

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 

11. Terlaksananya Penyedian Upakara/Upacara Keagamaan 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan 
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administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah sarana 

upacara/upakara untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. dengan target 

kinerja berupa capaian program sebesar 3,08%, masukan dana sebesar Rp. 

16.000.000 dengan realiasai sebesar Rp.  8.500.000 (53%), dengan target fisik 

6 paket dan terealisasi 4 paket (80%), melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam) 

orang, alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran 

dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana (banten) upakara keagamaan. Hasil 

dari kegiatan ini adalah terlaksananya upacara/upakara keagamaan. 

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 

 Ini merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh setiap 

instansi/kantor, untuk melaksanakan kegiatan operasional  perkantoran dalam 

upaya melakukan tugas fungsi instansi yang bersangkutan, walaupun program ini 

tidak merupakan program teknis perlu juga kami sampaikan untuk diketahui jenis 

kegiatan, pendanaan, target dan tingkat pencapaian dalam tahun anggaran 2014 

sebagai berikut. 

1.  Terpeliharanya gedung kantor 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana aparatur. Indikator kinerjanya adalah prosentase 

terpeliharanya gedung kantor, dengan target kinerja berupa capaian program 

sebesar 46,24%, masukan dana sebesar Rp. 98.088.000 dengan realisasi 

sebesar Rp. 96.566.000 (98%), dengan target fisik 1 unit dan terealisasi 1 unit 

(100%), melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam ) orang, alat alat yang digunakan 

berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah 

terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor, hasil dari kegiatan ini 

adalah efektifnya sarana dan prasarana gedung kantor. 
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      2. Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana aparatur. Indikator kinerjanya adalah 

prosentase terpeliharanya kendaraan dinas oprasional, dengan target kinerja 

berupa capaian program sebesar 53,76%, masukan dana sebesar Rp. 

114.018.200 dengan realisasi sebesar Rp. 112.960.920 (99%), dengan target 

fisik 10 unit dan terealisasi 10 unit (100%), melibatkan tenaga sebanyak 6 

(enam ) orang, alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan 

printer.Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas yang 

terpelihara dan tersedianya Bahan bakar minyak, hasil dari kegiatan ini adalah 

kendaraan dinas oprasional yang siap pakai. 

 

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR  

1. Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

pegawai dengan indikator kinerjanya adalah jumlah pakaian yang tersedia 

untuk hari tertentu dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 

52,66%, masukan dana sebesar Rp. 14.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 

14.000.000 (100%),  target fisik 40 stel dan terealisasi 40 stel (100% ), 

melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam) orang, alat-alat yang digunakan 

berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah 

tersedianya pakaian khusus pada hari hari tertentu dengan hasil kegiatan 

terpenuhinya kebutuhan pakaian untuk perayaan hari ulang tahun kota 

Negara dan hari ulang tahun kemerdekaan RI. 

2. Tersusun dan tersebarnya peraturan disiplin aparatur 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sosialisasi 

peraturan disiplin aparatur dengan indikator kinerjanya adalah jumlah buku 

yang tersusun dan tersebar untuk PNS, dengan target kinerja berupa capaian 

program sebesar 47,34%, masukan dana sebesar Rp. 12.588.000 dengan 

realisasi sebesar Rp. 12.586.300 (99%), target fisik 2.000 buku dan 
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terealisasi 2.000 buku (100% ), melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam) orang, 

alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari 

kegiatan ini adalah tersusun, tercetak, dan tersebarnya buku peraturan 

disiplin PNS dengan hasil kegiatan tersosialisasnya peraturan disiplin PNS. 

IV. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

Laporan merupakan sarana untuk menyampaikan informasi kepada 

atasan maupun kepada instansi/pihak terkait tentang keadaan suatu benda 

atau kegiatan yang sedang dikerjakan, yang sudah dikerjakan maupun 

yang akan dikerjakan baik berupa kemajuan, permasalahan / hambatan  

yang dapat dipakai sebagai petunujuk ataupun pedoman kepada 

pemegang otoritas dalam memberikan arahan maupun sebagai dasar 

dalam membuat keputusan. Pada program ini terdapat 1 kegiatan yaitu 

terevaluasinya penyelenggaraan pemerintah daerah dan LAKIP. indikator 

kinerjanya adalah jumlah laporan yang diselesaikan dengan capaian 

program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 9.221.000 dengan 

realisasi sebesar Rp.8.825.000 (96% ) , dengan target fisik 100% dan 

terealisasi (100%) , melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam ) orang, alat-alat 

yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari 

kegiatan ini adalah terselesaikannya laporan LPPD dan LAKIP,  hasil dari 

kegiatan ini adalah tersedianya laporan LPPD dan LAKIP Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana. 

 

V. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 

Program ini merupakan program teknis untuk peningkatan kompetensi 

sumber daya aparatur, dimana dalam pencapaian program ini pada tahun 2014 

dilaksanakan beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebagai berikut : 
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1. Terselenggaranya diklat Prajabatan 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sumber daya 

aparatur pemerintah yang profesional dan berkualitas indikator kinerjanya 

adalah jumlah pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 

prajabatan, dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 9,41%, 

masukan dana sebesar Rp. 204.323.600 dengan realisasi sebesar Rp. 

204.086.300 (100%),  target fisik 27 orang dan terealisasi 27 orang (100% ), 

melibatkan tenaga sebanyak 15 (limabelas ) orang, alat-alat yang digunakan 

berupa 1 unit computer ,1 unit printer dan 1 unit LCD. Keluaran dari kegiatan 

ini adalah jumlah CPNS yang terdidik dan terlatih diklat prajabatan. Hasil dari 

kegiatan ini adalah jumlah CPNS yang lulus prajabatan dan diangkat menjadi 

PNS. 

2. Terselenggaranya diklat Struktural  

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sumber daya 

aparatur pemerintah yang profesional dan berkualitas indikator kinerjanya 

adalah jumlah pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 

kepemimpinan, dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 

70,22%, masukan dana sebesar Rp. 1.524.543.500 dengan realisasi sebesar 

Rp. 1.424.380.380 (93%),  target fisik 62 orang dan terealisasi 62 orang 

(100% ), melibatkan tenaga sebanyak 15 (limabelas ) orang, alat-alat yang 

digunakan berupa 1 unit computer ,1 unit printer dan 1 unit LCD. Keluaran 

dari kegiatan ini adalah jumlah PNS yang terdidik dan terlatih diklat 

kepemimpinan. Hasil dari kegiatan adalah jumlah PNS yang tersertifikasi 

diklat PIM. 

3. Terselenggaranya diklat menejemen keuangan 

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan sumber daya aparatur 

pemerintah yang profesional dan berkualitas dalam pengelolaan keuangan 

daerah. Indikator kinerjanya adalah jumlah PNS yang mengikuti diklat 
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menejemen keuangan, target kinerja kegiatan ini adalah berupa capaian 

program sebesar 4,38%, masukan dana sebesar Rp. 95.110.500 dengan 

realisasi sebesar Rp. 67.183.100 (70,64%),  target fisik 50 orang dan 

terealisasi 50 orang (100%), melibatkan tenaga sebanyak 15 (limabelas) 

orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer, 1 unit printer dan 1 

unit LCD. Keluaran dari kegiatan ini adalah PNS yang telah mengikuti diklat 

menejemen keuangan dengan hasil terdidik dan terlatihnya PNS dalam 

pengelolaan keuangan daerah. 

4. Terselenggaranya diklat kompetensi aparatur  

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis 

PNS Indikator kinerja  dari terselengaranya diklat kompetensi adalah jumlah 

PNS yang mengikuti diklat kompetensi, target kinerja berupa capaian program 

sebesar 7,10%, masukan dana sebesar Rp. 154.225.500,00 dengan realisasi 

sebesar Rp. Rp. 152.300.000,00 (88%),  target fisik 100% dan terealisasi 

100%, melibatkan tenaga sebanyak 5 (lima ) orang, alat-alat yang digunakan 

berupa 1 unit computer, 1 unit printer dan 1 unit LCD. Keluaran dari kegiatan 

ini adalah terlaksananya diklat peningkatan kompetensi aparatur, hasil dari 

kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi aparatur dalam menyelesaikan 

tugas dengan benar dan tepat waktu. 

5. Terselenggaranya diklat calon kepala sekolah  

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan PNS untuk 

memehami menejemen sekolah, indikator kinerja dari terselenggaranya diklat 

cakep adalah jumlah PNS yang mengikuti diklat cakep, target kinerja berupa 

capaian program sebesar 4,46% dengan alokasi dana sebesar Rp. 

96.839.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 93.086.500,00 (96%) ,  

target fisik adalah 40 orang terealisasi 40 orang (100%), dan melibatkan 

tenaga sebanyak 15 (limabelas ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit 

computer, 1 unit printer dan 1 unit LCD. Keluaran dari kegiatan ini adalah 
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jumlah PNS yang terdidik dan terlatih sebagai calon kepala sekolah, hasil dari 

kegiatan ini ketersediaan tenaga calon kepala sekolah.  

6. Terselenggaranya diklat menejemen kepegawaian 

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan PNS untuk 

memahami urusan kepegawaian. Indikator kinerja dari terselenggaranya diklat 

menejemen kepegawaian  adalah jumlah PNS yang mengikuti diklat menejemen 

kepegawaian, target kinerja kegiatan ini adalah berupa capaian program 

sebesar 4.43%, masukan dana sebesar Rp. 96.078.000 dengan realisasi sebesar 

Rp. 86.374.100 (90%),  target fisik 50 orang dan terealisasi 50 orang (100%), 

melibatkan tenaga sebanyak 15 (limabelas) orang, alat-alat yang digunakan 

berupa 1 unit computer, 1 unit printer dan 1 unit LCD. Keluaran dari kegiatan 

ini adalah PNS yang telah mengikuti diklat menejemen kepegawaian dengan 

hasil terdidik dan terlatihnya PNS untuk mengurus kepegawaian. 

VI.  PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 

Program ini merupakan program teknis dalam melaksanakan penyusunan 

dan melaksanakan kebijakan daerah dalam urusan kepegawaian. Dalam upaya 

untuk melakukan pembinaan disiplin dan pengembangan karir pegawai dalam 

tahun 2014 dilaksanakan beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebagai 

berikut : 

1.  Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan tugas tugas dinas 

dengan mengisi formasi pegawai negaeri sipil yang dibutuhkan, Indikator 

kinerja  dari terlaksananya seleksi penerimaan CPNS   adalah jumlah pelamar 

CPNS  yang diseleksi, target kinerja terlaksananya seleksi CPNS berupa 

capaian program sebesar 49,07%, masukan dana sebesar Rp. 641.947.900  

dengan realisasi sebesar Rp. 306.900.062 (48%),  target fisik 100%  dan 

terealisasi 100%  melibatkan tenaga sebanyak 16 (enam belas ) orang, alat-alat 
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yang digunakan berupa 1 system. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah 

pelamar yang lulus sebagai CPNS dan hasil kegiatan adalah terisinya formasi 

PNS untuk melaksanakan tugas tugas kedinasan. 

2. Terlaksananya Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menetapkan jumlah PNS yang 

memenuhi syarat tugas belajar dan ijin belajar, Indikator kinerja  dari 

terlaksananya Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar adalah jumlah 

PNS yang mengikuti tugas belajar dan ijin belajar, target kinerja terlaksananya 

Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar berupa capaian program 

sebesar 1,53%, masukan dana sebesar Rp. 20.000.000,-  dengan realisasi 

sebesar Rp. 8.617.600 (43%),  target fisik 100% dan terealisasi 100%, 

melibatkan tenaga sebanyak 4 (empat) orang, alat-alat yang digunakan berupa 

1 unit computer dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah terbitnya surat 

keputusan bupati tentang penetapan tugas belajar dan ijin belajar, hasil dari 

kegiatan ini adalah jumlah PNS yang memenuhi syarat tugas belajar dan ijin 

belajar. 

3.  Terlaksananya pemberian penghargaan Bagi PNS  

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai,  

indikator kinerja dari terlaksananya pemberian penghargaan Bagi PNS adalah 

jumlah PNS yang diberikan penghargaan, target kinerja sasaran kegiatan ini 

adalah berupa capaian program sebesar 5,69%, masukan dana sebesar Rp. 

74.435.500  dengan realisasi sebesar Rp. 69.568.630 (93%),  target fisik 348 

orang dan terealisasi 348 orang (100%) melibatkan tenaga sebanyak 7 (tujuh ) 

orang, alat-alat yang digunakan berupa 1unit computer dan printer . Keluaran 

dari kegiatan ini adalah jumlah PNS yang berprestasi dan hasil kegiatan 

adalah jumlah PNS berprestasi yang diberikan penghargaan. 

 



20 

 

4. Terlaksananya proses penanganan kasus kasus pelanggaran disiplin PNS 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menegakan aturan disiplin PNS, 

Indikator kinerja  dari terlaksananya proses penanganan kasus kasus 

pelanggaran disiplin PNS adalah prosentase kasus pelanggaran yang 

terselesaikan, target kinerja terlaksananya proses penanganan kasus kasus 

pelanggaran disiplin PNS berupa capaian program sebesar 2,59%, masukan 

dana sebesar Rp. 33.905.000  dengan realisasi sebesar Rp. 33.902.550 

(100%),  target fisik 100% orang dan terealisasi 100% ,melibatkan tenaga 

sebanyak 9 (sembilan ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit priter 

dan computer. Keluaran dari kegiatan ini adalah terselesaiakannya kasus 

kasus pelanggaran disiplin PNS hasil kegiatan adalah meningkatnya disiplin 

PNS Pemkab Jembrana. 

5. Tersusunnya formasi PNS  

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan data keperluan 

pegawai sesuai dengan jumlah pekerjaan yang akan dilaksanakan, Indikator 

kinerja  dari tersusunnya formasi PNS jumlah dokumen formasi PNS yang 

tersusun, target kinerja kegiatan ini adalah berupa capaian program sebesar 

6,01%, masukan dana sebesar Rp. 78.689.000  dengan realisasi sebesar Rp.. 

71.282.030 (91%),  target fisik 1 paket dan terealisasi 1 paket (100%) 

,melibatkan tenaga sebanyak 10 (sepuluh ) orang, alat-alat yang digunakan 

berupa 1 unit printer dan computer. Keluaran dari kegiatan ini adalah 

tersusunnya dokumen formasi PNS hasil kegiatan adalah tersedianya data 

formasi PNS yang akurat. 

6. Tertatanya Pegawai dalam jabatan dan staf  

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menempatkan pegawai sesuai 

dengan kebutuhan dan sesuai dengan bidang kompetensinya. Indikator 

kinerja  dari tertatanya pegawai dalam jabatan dan staf adalah jumlah 

pegawai yang tertata dalam jabatan dan staf. target kinerja kegiatan ini 
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adalah berupa capaian program sebesar 12,33%, masukan dana sebesar Rp. 

161.372.150  dengan realisasi sebesar Rp. 149.281.275 (93%),  target fisik 

100% dan terealisasi 100% ,melibatkan tenaga sebanyak 4 (empat) orang, 

alat-alat yang digunakan berupa 1 unit printer dan computer. Keluaran dari 

kegiatan ini adalah terlaksananya distribusi pejabat structural, fungsional dan 

staf yang tepat secara kuantitas, kualitas dan komposisinya, hasil dari 

kegiatan ini adalah terisinya formasi jabatan dan staf sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. 

7. Terlaksananya penyelesaian administrasi kepegawain  

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyelesaikan administrasi 

kepegawaian  Indikator kinerja  dari terlaksananya penyelesaian administrasi 

kepegawain adalah prosntase selesainya administrasi kepegawaian, kinerja 

kegiatan ini adalah berupa capaian program sebesar 18,72%, masukan dana 

sebesar Rp. 244.848.260  dengan realisasi sebesar Rp. 241.822.810 (99%),  

target fisik 100% dan terealisasi 95%, melibatkan tenaga sebanyak 9  

(sembilan) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit printer dan 

computer. Keluaran dari kegiatan ini adalah terselesaikannya 

Karpeg,karis/karsu,taspen dan kenaikan pangkat, hasil kegiatan ini 

terpenuhinya hak PNS untuk memperoleh Karpeg,karis/karsu,taspen dan 

kenaikan pangkat. 

8. Terpeliharanya SIMPEG  

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga kondisi peralatan agar 

selalu dalam keadaan prima untuk kegiatan operasional, indikator kinerja  

dari terpeliharanya SIMPEG adalah jumlah SIMPEG yang terpelihara, 

kinerja kegiatan ini adalah berupa capaian program sebesar 3,06%, masukan 

dana sebesar Rp. 40.088.840  dengan realisasi sebesar Rp. 39.498.208 

(99%),  target fisik 1 paket dan terealisasi 1 paket (100%), melibatkan tenaga 

sebanyak  1(satu) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit priter dan 
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computer. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya SIMPEG hasil 

kegiatan adalah Efektifnya Simpeg dilingkungn Pemkab Jembrana. 

9. Tersusunnya daftar urut kepangkatan  

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data pegawai sesuai 

dengan urut kepangkatan dalam rangka penilaian dan pengembangan karier 

pegawai. indikator kinerja dari tersusunnya daftar urut kepangkatan adalah 

jumlah daftar urut kepangkatan yang tersusun, target kinerja sasaran kegiatan 

ini adalah berupa capaian program sebesar 0,19% masukan  dana sebesar Rp 

2.497.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.497.000,00 (100%). target fisik 

1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen (100%) Faktor penunjang kegiatan ini 

adalah tenaga sebanyak 1 orang alat-alat yang digunakan berupa 1 unit 

printer dan computer. Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersusunnya  daftar 

urut kepangkatan PNS di lingkungan Pemkab Jembrana, hasil kegiatan ini 

tersedianya Dokumen daftar urut kepangkatan untuk penilaian dan 

pengembangan karier pegawai. 

10.Terfasilitasinya seleksi penerimaan calon praja IPDN  

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi penerimaan calon praja 

IPDN , indikator kinerja dari kegiatan ini adalah jumlah siswa pelamar praja 

IPDN yang terseleksi , target kinerja sasaran kegiatan ini adalah berupa 

capaian program sebesar 0,80% masukan  dana sebesar Rp 10.500.000,00 

dengan realisasi sebesar Rp. 9.586.500,00 (91%). Target fisik 100% dan 

terealisasi 100%. Faktor penunjang kegiatan ini adalah tenaga sebanyak 4 

orang alat-alat yang digunakan berupa 1 unit priter dan computer. Keluaran 

dari kegiatan ini adalah pelamar yang terseleksi menjadi calon praja IPDN 

dengan hasil kegiatan pelamar yang diterima maupun tidak lulus menjadi 

praja IPDN. 
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2.2   ASPEK KEUANGAN 

Keuangan merupakan asfek yang sangat penting dalam menyelenggarakan 

pemerintahan, karena setiap kementerian/lembaga/dinas/instansi dalam 

melaksanakan tugas fungsinya sudah pasti memerlukan dana untuk belanja 

operasional dalam menyelenggarakan urusannya,  aspek keuangan dapat dikatakan 

sebagai factor penentu dari pada keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan 

melalui kegiatan yang telah diprogramkan. Pengalokasian dana untuk program dan 

kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Jembrana telah dialokasikan 

sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, serta penggunaan dana yang selalu 

berprinsif pada efektif, efisien dan akuntabel serta penataan administrasi 

keuangannya selalu berpedoman pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 

sebagaimana telah dirubah dengan perubahan terakhir Nomor 21 tahun 2011 . 

Alokasi keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 

secara rinci perkegiatan, diuraikan sebagaimana pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.2  

Aspek Keuangan 

 

No Uraian Kegiatan 
Target (APBD) 

(Rp.) 

Realisasi    

(Rp.) 

% 

Pencapaian 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

14. 

15. 

 

Penyediaan jasa komonikasi sumber daya air dan 

listrik. 

Penyediaan jasa administrasi keuangan 

Penyediaan jasa kebersihan kantor 

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

Penyediaan alat tulis kantor 

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor 

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

Penyediaan makanan dan minuman 

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

Penyediaan upakara/upacara keagamaan 

Pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor 

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 

operasional 

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 

Penyusunan dan Penyebarluasan Peraturan Disiplin 

Aparatur  

4.800.000,- 

 

43.391.000,- 

72.272.000,- 

23.800.000,- 

41.986.660,- 

20.875.500,- 

9.698.750,- 

 

       44.397.125,- 

12.554.500,- 

230.050.000,- 

16.000.000,- 

         98.088.000,- 

      114.018.200,- 

 

14.000.000,- 

12.588.000,- 

 

884.680,- 

 

38.501.500,- 

68.508.200,- 

23.800.000,- 

41.755.750,- 

19.007.250,- 

9.645.000,- 

 

44.125.525,- 

10.662.500,- 

214.009.900,- 

8.500.000,- 

96.566.000,- 

112.960.920,- 

 

14.000.000,-

12.586.300,- 

 

18% 

 

89% 

95% 

100% 

99% 

91% 

99% 

 

99% 

85% 

93% 

53% 

98% 

99% 

 

100% 

100% 

 



24 

 

16. 

 

17. 

18. 

 

19. 

20. 

 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

 

27. 

28. 

29. 

 

30. 

 

31. 

32. 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan 

Lakip 

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS 

Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi Pegawai 

Negeri Sipil 

Pendidikan dan Pelatihan Manejemen Keuangan 

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi 

Aparatur 

Diklat Calon Kepala Sekolah 

Diklat Manajemen Kepegawaian 

Seleksi Penerimaan Calon PNS 

Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi  

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran 

Disiplin Aparatur 

Penyusunan Formasi 

Penataan pegawai dalam jabatan dan staf 

Kegiatan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian 

Pegawai Negeri Sipil 

Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem 

informasi kepegawaian 

Penyusunan Daftar urut kepangkatan 

Fasilitasi seleksi penerimaan calon praja IPDN 

9.221.000,- 

 

204.323.600,- 

1.524.543.500,- 

 

95.110.500,- 

154.225.500,- 

 

96.839.000,- 

96.078.000,- 

641.947.900,- 

20.000.000,- 

74.435.500,- 

33.905.000,- 

 

78.689.000,- 

161.372.150,- 

244.848.260,- 

 

40.088.840,- 

 

2.497.000,- 

10.500.000,- 

8.825.000,- 

 

204.086.300,- 

1.424.380.380,- 

 

67.183.100,- 

152.300.000,- 

 

93.086.500,- 

86.374.100,- 

306.900.062,- 

8.617.600,- 

69.568.630,- 

33.902.550,- 

 

71.282.030,- 

149.281.275,- 

241.822.810,- 

 

39.498.208,- 

 

2.497.000,- 

9.586.500,- 

96% 

 

100% 

93% 

 

71% 

99% 

 

96% 

90% 

48% 

43% 

93% 

100% 

 

91% 

93% 

99% 

 

99% 

 

100% 

91% 

 

 JUMLAH 4.247.144.485,- 3.684.705.570 87% 

 

Tabel diatas menunjukan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian 

Daerah Kebupaten Jembrana pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 

4.247.144.485 terealisasi sebesar Rp. 3.684.705.570 terdapat sisa sebesar  Rp. 

562.438.915 (13 %).Sisa tersebut dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang 

tidak bisa dilaksanakan antara lain Test kompetensi bidang (seleksi CPNS) dan 

ada PNS yang batal mengikuti tugas belajar. 

Dari pemaparan pencapaian target tersebut di atas, secara umum 

permasalahan dan kandala yang dihadapi berkaitan dengan program dan kegiatan 

Badan Kepegawaian , adalah sebagai berikut : 

1. Terhambatnya kegiatan Dinas terutama dalam hal melaksanakan tugas konsultasi 

dan koordinasi keluar daerah yang disebabkan oleh terbatasnya kendaraan dinas 

operasional dan juga kondisi kendaraan yang  ada  kurang baik. 

2. Kurangnya peralatan dan perlengkapan kantor serta terbatasnya ruangan kerja 

sehingga tidak dapat melakukan penataan arsip dengan baik serta melaksanakan 

tugas merasa kurang nyaman. 
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3. Terhadap kedua permasalahan tersebut di atas sangat diperlukan bantuan Pemkab 

Jembrana untuk dapat memenuhi kebutuhan yang dimaksud. 

4. Terlambatnya proses penyelesaian  administrasi Kepegawaian seperti kenaikan 

pangkat, Pengangkatan CPNS, Pensiun PNS, Penyelesaian Karpeg, Karis,Karsu 

yang disebabkan ; 

a. Melibatkan intansi lain seperti BKN, Pemerintah Provinsi Bali, Kementrian 

PAN dan RB dan juga Sekretariat Negara , yang terkadang pada instansi ini 

mengalami perubahan kondisi 

b. Terbatasnya Jumlah SDM Pengelola Kepegawaian dan Database 

kepegawaiaan yang belum lengkap. 

c. Kurangnya kesadaran PNS melengkapi data, masih banyak yang melengkapi 

saat diperlukan saja. 

d. Adanya perubahan perundang – undangan dan adanya perundang- undangan 

yang belum dipahami oleh pengelola kepegawaian. 

5. Terhadap Permasalahan yang dihadapi pada poin 4 solusi yang diambil adalah : 

a. Melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan 

kepegawaian secara berkala. 

b. Melakukan Pembinaan secara berkala kepada PNS untuk melengkapi data 

kepegawaian agar dapat diisi dalam Sistem Informasi Kepegawaian yang 

lengkap dan akurat serta secara berkala melaksanakan diklat teknis 

khususnya bidang kepegawaiaan sehingga proses administrasi kepegawaian 

dapat diselesaikan tepat waktu.  
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2015 

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi 

sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di 

masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran 

yang ingin diraih dari masing-masing misi. Meneg PAN menyatakan: “Tujuan 

adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara 

kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organissai dan perbaikan-

perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi “ 

(Meneg.PAN, 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci 

keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.  

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau 

dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, 

triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga 

dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui 

tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan” Meneg PAN, 

2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi  Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program 

atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran 

kegiatan adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan 

paling lama satu tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam 

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana  disajikan 

dalam bentuk Tabel, sebagai berikut: 
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TABEL  3.1  TUJUAN BKD KABUPATEN JEMBRANA 

 

No                           Misi                            Tujuan 

1 Meningkatkan Profesionalisme   

Pegawai 

 1.Mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang  

    profesional dan  berkualitas. 

 

2  Melakukan Pembinaan dan    

 Peningkatan Kesejahtraan   

 Pegawai 

 

 2.  Meningkatkan kesejahteraan PNS  

 3.  Meningkatkan kepuasan pegawai  di   

      lingkungan Pemerintah Kabupaten  

     Jembrana  terhadap layanan kepegawaian  

      yang diberikan BKD Kabupaten  

     Jembrana 

 

3  Menciptakan Sistem      

 Pengembangan karir yang   

 Komperehensip dari  perekrutan   

 mutasi dan promosi jabatan. 

 

 4. Menciptakan sistem pengembangan karir PNS  

     yang komprehensif mulai dari seleksi,  

     pengembangan jabatan, hingga pensiun. 

 

 5. Melaksanakan perpindahan tugas PNS antar  

     instansi untuk pengembangan karir, memperkaya  

     keahlian dan berbagi pengalaman. 

 

 

 

3.2  SASARAN BKD KABUPATEN JEMBRANA 

 

No Tujuan Sasaran 

1   Mewujudkan aparatur pemerintah daerah 

yang profesional dan  berkualitas. 

 

1. Meningkatnya jenjang pendidikan formal  

pegawai. 

 

2. Meningkatnya keterampilan teknis pegawai  

(misalnya komputer dan keterampilan kerja 

lainnya). 

 

3. Meningkatnya pemahaman tentang peraturan    

kepegawaian dan disiplin pegawai. 

 

2   Meningkatkan kesejahteraan PNS 4. Meningkatnya gaji dan tunjangan pegawai 

5. Terlaksananya pemberian penghargaan   bagi 

PNS sesuai dengan prestasi kerja. 

 

3   Meningkatkan kepuasan pegawai  di        

  lingkungan Pemerintah Kabupaten  

  Jembrana  terhadap layanan     

  kepegawaian yang diberikan BKD    

  Kabupaten Jembrana 

 

6. Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi 

dan sarana prasarana  

   



28 

 

No Tujuan Sasaran 

4  Menciptakan sistem pengembangan karir 

PNS yang komprehensif mulai dari seleksi, 

pengembangan jabatan, hingga pensiun. 

 

7.Terlaksananya rekrutmen yang terbuka, adil dan    

    kompetitif  sehingga semua formasi pegawai  

    terisi dengan calon terbaik. 

 

8.Terisinya formasi jabatan dengan sumber daya  

    manusia yang memenuhi standar kompetensi  

    yang dibutuhkan. 

 

9. Terlaksananya proses kenaikan pangkat tepat  

    waktu dan tertib administrasi 

10.Meningkatnya jumlah pegawai yang berminat  

     mengembangkan karir lewat jalur jabatan  

     fungsional. 

 

  11.Meningkatnya kualitas data sistem informasi   

        manajemen kepegawaian (SIMPEG) dan     

        pemanfaatannya dalam     

        pengambilan keputusan. 

  12.Terlaksananya pengurusan administrasi      

       pensiun sehingga pensiunan memperoleh hak-     

       haknya tepat waktu. 

5   Melaksanakan perpindahan tugas PNS 

antar instansi untuk pengembangan karir, 

memperkaya keahlian dan berbagi 

pengalaman. 

 

  13.Terlaksananya perpindahan tugas PNS antar  

      instansi maupun internal instansi secara   

      terencana dan transparan sesuai dengan  

      kebutuhan organisasi dan kompetensi SDM. 

 

 

3.2  Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah  Kabupaten  

Jembrana 

Pada dasarnya strategi adalah perencanaan tindakan yang tepat untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Perumusan strategi dilakukan dengan 

mengintegrasikan faktor-faktor kunci keberhasilan internal maupun eksternal. 

Berbagai teknik telah dirumuskan dalam merumuskan strategi, diantaranya adalah 

matriks kuadran TOWS dan matriks Boston Consulting Group. Dalam penyusunan 

rencana strategis ini teknik yang digunakan untuk merumuskan strategi adalah 

matrik kuadran TOWS. Inti teknik ini adalah merumuskan strategi untuk 

memanfaatkan kekuatan guna meraih peluang dan mengatasi ancaman, mengatasi 

kelemahan untuk menghindari ancaman dan meraih peluang, memanfaatkan 

peluang untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan dan 

menghindari ancaman yang dapat mengurangi kekuatan.  

 Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang 

dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan yang 

diambil untuk mencapai tujuan atau sasaran antara lain sebagai berikut : 

1. Meningkatkan administrasi pelayanan perkantoran 

2.  Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur 
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3.  Meningkatkan disiplin Aparatur 

4.   Meningkatkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

5.  Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur 

6.  Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Aparatur 

 

3.3  Program dan Kegiatan 

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka 

mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan 

ke dalam program dan kegiatan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Perda 

Kelembagaan Nomor 15 Tahun 2011 dan Perbup Nomor 60 tahun 2011 tugas dan 

fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana dijabarkan dalam Program  

yang terdiri dari beberapa kegiatan yang mengacu pada : 

1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun 

mengatur dan menggerakan Sumber Daya Aparatur untuk berperan dalam 

pembangunan 

2. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang 

diperlukan dalam melaksanakan program dan kegiatan 

Rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Jembrana  dalam tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 

1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 

2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

3. Penyediaan Alat tulis kantor 

4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 

5. Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor  

6. Penydiaan makanan dan minuman 

7. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

8. Penyediaan Upacara / Upakara keagamaan. 

 

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 

2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional 
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III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

1. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 

2. Penyusunan penyebarluasan peraturan disiplin aparatur 

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

1. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Lakip 

 

V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

1. Pendidikan dn pelatihan prajabatan Bagi CPNS 

2. Pendidikan dan pelatihan struktural Bagi PNS 

3. Pendidikan dan pelatihan menejemen keuangan 

4. Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi aparatur 

5. Pendidikan dan pelatihan menejemen kepegawaian 

 

VI. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

1. Seleksi Penerimaan Calon PNS 

2. Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar. 

3. Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang berprestasi 

4. Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 

5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 

6. Penyusunan Formasi PNS 

7. Penataan Pegawai dalam Jabatan dan Staf 

8. Kegiatan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil 

9. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 

10. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan. 

11. Fasilitasi seleksi penerimaan calon Praja IPDN 

  

Untuk lebih rincinya usulan program, kegiatan dan anggaran diuraikan 

dalam tabel 3.3 berikut ini; 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana 

disusun berdasarkan Perencanaan Strategik yang  mengacu pada Undang undang Nomor 

25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan  Menteri 

dalam Negeri Nomor 54 tahun  2010 tentang Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 

8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksaaan Rencana Pembangunan Daerah . Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut 

tidak lepas dari pada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Jembrana sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2011 . Dalam Renja Tahun 

2014  tidak semua program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategik dapat 

ditampung karena keterbatasan sumber dana yang ada sehingga memprioritaskan  

kebutuhan yang mendesak untuk dilaksanakan. 

Meskipun Rencana Kerja ini telah disusun dengan usaha maksimal dengan 

mempertimbangkan kebutuhan yang bersifat strategis, dan apabila masih banyak 

menemui permasalahan dan hambatan, kami sangat memerlukan masukan berupa saran, 

pendapat serta kritik yang membangun  sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-

perbaikan dalam penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Tahun berikutnya. 

Dengan kesungguhan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, nantinya 

merupakan komitmen dari seluruh jajaran Badan Kepegawaian Daerah yang mendukung  

untuk mewujudkannya. 

 

 

 

Negara, 29 Nopember 2014 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Jembrana, 

 

 

 

I Wayan Gorim, S.IP 

Pembina TK I 

NIP. 19581231 198303  1 292 

 

 

 

 

 

 

 

 



Target 

capaian 

Kinerja

Kebutuhan 

dana/pagu 

indikatif

Target capaian 

Kinerja Kebutuhan dana/pagu 

indikatif

2 3 4 5 5

1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 

Adminitrasi Keuangan

1 20 05 Badan Kepegawaian Daerah 4.004.192.995

1 20 05 01
Program Pelayanan Adminitrasi 

Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Adminitrasi 

Perkantoran
511.589.400,00 562.748.340

1 20 05 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 
Terselesaikannya Administrasi 

Pertanggungjawaba Keuangan 
Jembrana 9 paket 74.923.000 12 paket 82.415.300

1 20 05 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kerja Jembrana 49 unit 24.500.000 52 unit 26.950.000

1 20 05 01 10 Penyediaan Alat tulis Kantor Tersedianya alat tulis Kantor Jembrana 4 paket 43.600.000 4 paket 47.960.000

1 20 05 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan pengandaan
Tersedianya barang cetakan dan 

penggandaan 
Jembrana 4 paket 24.455.500 4 paket 26.901.050

1 20 05 01 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 

Tersedianya peralatan dan prlengkapan 

kantor
Jembrana 13 Jenis 86.256.400 5 Jenis 94.882.040

1 20 05 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Jembrana 4 Paket 14.054.500 4 Paket 15.459.950

KODE 

PROGRAM/

KEGIATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 

Daerah dan Program /Kegiatan

1

Perkiraan maju rencana tahun 2016

TABEL 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2015

dan Perkiraan Maju Tahun 2016

Kabupaten Jembrana

Indikator Kinerja Program / 

Kegiatan

Rencana tahun 2015

Catatan 

Penting
Lokasi



2 3 4 5 51

1 20 05 01 18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke 

luar daerah

Meningkatnya rapat-rapat Koordinasi 

Keluar Daerah
Jembrana 100% 233.800.000 100% 257.180.000

1 20 05 01 23 Penyediaan upacara/upakara keagamaan
Tersedianya upacara/Upakara 

keagaman
Jembrana 4 Paket 10.000.000 4 Paket 11.000.000

1 20 05 02
Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana 

Aparatur
328.886.000 361.774.600

1 20 05 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedinya kendaraan 

dinas/operasional
Jembrana 1 unit 185.000.000 100% 203.500.000

1 20 05 02 24
Pemeliharaan rutin Berkala Kendaraan 

Dinas/Oprational

Terpeliharanya Kendaraan Dinas 

/Oprational
Jembrana 10 unit 143.886.000 100% 158.274.600

1 20 05 03 Program peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 39.881.800 43.869.980

1 20 05 03 05
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari 

tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari 

tertentu
Jembrana 40 Stel 14.000.000 40 Stel 15.400.000

1 20 05 03 07
Penyusunan penyebarluasan peraturan 

disiplin aparatur 

Tersusun dan terlaksananya peraturan 

disiplin aparatur
Jembrana 2000 Buku 25.881.800 2000 Buku 28.469.980

1 20 05 06

PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

10.800.000 11.880.000

1 20 05 06 06
Evaluasi penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan lakip

Terevaluasinya penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan lakip
Jembrana 100% 10.800.000 100% 11.880.000

1 20 05 31
Program Peningkatan kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur
1.753.868.700 1.929.255.570



2 3 4 5 51

1 20 05 31 01
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan  Bagi  

Calon Pegawai Negeri Sipil

Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi 

CPNS
Denpasar 34 Orang 125.584.650 134 orang 138.143.115

1 20 05 31 02
Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi 

Pegawai Negeri Sipil

Terlaksananya diklat struktural bagi 

PNS
Denpasar 40 Orang 826.192.950 62 Orang 908.812.245

1 20 05 31 10
Pendidikan dan Pelatihan Menejemen 

keuangan

Terlaksananya diklat menejemen 

keuangan
Jembrana 83 orang 169.509.300 50 orang 186.460.230

1 20 05 31 11 Diklat Kompetensi Aparatur Daerah
Terlaksananya diklat kompetensi 

aparatur daerah
60 orang 557.281.000

Dana Kontribusi 

Bimtek/seminar
1 Tahun 613.009.100

1 20 05 31 31 Diklat Manajemen Kepegawaian
Terlaksananya diklat manajemen 

kepegawaian
Jembrana 50 Orang 75.300.800 50 Orang 82.830.880

1 20 05 32
Program Pembinaan dan Pengembangan 

Aparatur

Meningkatnya Pembinaan dan 

Pengembangan Aparatur
995.149.550 1.094.664.505

1 20 05 32 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS
Terlaksananya Seleksi Penerimaan 

Calon PNS
Jembrana 100% 341.171.000 100% 375.288.100

1 20 05 32 07 Seleksi Penetapan PNS untuk tugas belajar Terseleksinya PNS untuk tugas belajar Jembrana 100% 11.326.500 100% 12.459.150

1 20 05 32 08
Pemberiaan Penghargaan Bagi PNS yang 

Berpretasi

Terlaksananya Pemberiaan 

Penghargaan Bagi PNS yang 

Berprestasi

Jembrana 100% 77.047.500 348 Orang 84.752.250

1 20 05 32 09
Proses penanganan kasus-kasus 

pelanggran disiplin PNS 

Terselesaikannya penanganan kasus-

kasus pelanggaran disiplin PNS
Jembrana 100% 33.843.700 100% 37.228.070

1 20 05 32 11
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan 

Ikatan Dinas

Terpenuhinya bantuan PNS tugas 

belajar
Jembrana 4 orang 30.000.000 33.000.000

1 20 05 32 17 Penyusunan Formasi PNS Tersusunnya Formasi PNS Jembrana 100% 65.310.000 1 Paket 71.841.000

1 20 05 32 18 Penataan Pegawai dalam Jabatan dan Staf
Tertatanya Pegawai dalam Jabatan dan 

Staf
Jembrana 100% 172.967.150 100% 190.263.865

1 20 05 32 20
Kegiatan Penyelesaian Adminitrasi 

Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil

Terselesaikanya Adminitrasi 

Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
Jembrana 100% 263.483.700 100% 289.832.070
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